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RINGKASAN
Bank dalam menjalankan fungsi lembaga perbankan sebagai perantara

pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana membawa konsekuensi pada
timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan
nasabah sebagai konsumen pengguna jasa di sektor perbankan. Dalam interaksi
yang demikian intensif antara bank dengan nasabah, mungkin saja terjadi friksi
yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara
nasabah dengan bank. Permasalahan dalam skripsi ini adalah pertama, Apakah
wujud perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan di lembaga perbankan
pasca beralihnya kewenangan Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan?, kedua,
Bagaimana konsepsi ke depan Lembaga Mediasi Perbankan sebagai alternatif
penyelesaian sengketa di lembaga perbankan?, ketiga, Apakah mediasi perbankan
sudah dapat memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan?.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : tujuan
umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu:
pertama, memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember. Kedua, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang
telah diperoleh secara teoritis dari perkuliahan yang selanjutnya akan
dikembangkan sesuai dengan realita yang ada dimasyarkat. Ketiga, memberikan
kontribusi dan sumbangan pikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya
dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta
Almamater. Sedangkan tujuan khususnya yaitu : pertama, mengetahui dan
memahami wujud perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan di lembaga
perbankan pasca beralihnya kewenangan Bank Indonesia ke Otoritas Jasa
Keuangan. Kedua, mengetahui dan memahami konsepsi ke depan Lembaga
Mediasi Perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di lembaga
perbankan. Ketiga, mengetahui dan memahami wujud perlindungan hukum
terhadap nasabah penyimpan yang dihasilkan dari mediasi perbankan. Metode
yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah maupun
norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan pendekatan perundang-
undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).

Menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah
penyimpan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni perlindungan secara
implisit (Implicit deposit protection) dan perlindungan secara eksplisit (Explicit
deposit protection). Perlindungan nasabah selanjutnya diwujudkan oleh Bank
Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/.PBI/2005
tentang “Penyelesaian Pengaduan Nasabah” serta Peraturan Bank Indonesia
Nomor 8/5/PBI/2006 tentang “Mediasi Perbankan”. Sejak tanggal 31 Desember
2013 mengenai fungsi, tugas, dan mewewenang pengaturan dan pengawasan
kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke
Otoritas Jasa Keuangan. Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen,
Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga
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Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Akan tetapi Lembaga
Mediasi Perbankan Independen sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank
Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008, ternyata belum dapat terealisasi. Selanjutnya,
Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 01/POJK.07/2014 yang bertujuan  memberikan perlindungan kepada
konsumen melalui penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan Pelaku
Usaha Jasa Keuangan di luar pengadilan. Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa tersebut dibentuk dan didirikan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang
dikoordinasikan oleh asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan. Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa bagi sektor perbankan wajib dibentuk paling
lambat tanggal 31 Desember 2015. Dengan demikian untuk sementara waktu
Otoritas Jasa Keuangan yang akan melaksanakan fungsi mediasi perbankan
sampai dengan terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor
perbankan. Kemudian wujud perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan
yang dihasilkan dari mediasi perbankan berupa Akta Kesepakatan yang
ditandatangani oleh nasabah penyimpan atau perwakilan nasabah penyimpan dan
bank. Apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji (wan prestasi) maka dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tingkat Pertama. Pengajuan gugutan tersebut
merupakan sebuah prosedur hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari
Pengadilan Tingkat Pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan agar
mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dipaksakan pelaksanaannya, karena
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van geweijde).

Kesimpulan dan saran yang terdapat dalam penulisan skripsi ini.
Kesimpulan, pertama yaitu perlindungan terhadap nasabah penyimpan dapat
dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni perlindungan secara implisit (Implicit
deposit protection) dan perlindungan secara eksplisit (Explicit deposit protection).
Kedua, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan bagi sektor
perbankan wajib dibentuk paling lambat tanggal 31 Desember 2015. Ketiga, Akta
Kesepakatan yang ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan Bank
yang diperoleh dari proses mediasi perbankan dapat diajukan gugatan untuk
memperoleh akta perdamaian dari Pengadilan Tingkat Pertama atas kesepakatan
perdamaian di luar pengadilan apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji
(wan prestasi). Saran, pertama yaitu Pasca beralih kewenangan ke Otoritas Jasa
Keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menciptakan sistem
perlindungan nasabah sebagai konsumen jasa perbankan dan menumbuhkan
kesadaran bank selaku pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentinganya
perlindungan nasabah sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat
pada sektor perbankan. Kedua, Kepada asosiasi perbankan, pembentukan
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan bagi sektor
perbankan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan setidaknya mampu
menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank dengan prosedur yang cepat,
biaya murah, dengan hasil yang objektif, relevan dan adil sebagai wujud
perlindungan hukum nasabah. Ketiga, Kepada para pihak yang bersengketa antara
nasabah dengan bank setelah mencapai suatu kesepakatan melalui mediasi
perbankan maka harus ada itikad baik untuk melaksanakan akta kesepakatan yang
telah ditandatangani oleh para pihak.
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